
I SAHREN I

wALI Ko蹍slBOLGA

PROV諬NS轤SUMATERA UTARA

pERATURAN wAu Ko蹍slBO芵GA

NOMOR 1 1 TAHUN 2022

TENTANG

pENG韊s远AN 膫ABA鉰ADMIN轤sTRATOR DAN 膫ABA閥N pBNGAWAs

MBLA芵u躖pB蝘韊A閥N KADER poTENs赈A芵D韊L韊NGKUNGAN pEMERIN鉰H

Ko蹍s轤BO芵GA

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wAL轤Ko蹍sIBO芵GA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan

kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di
L貌gkung鋛腀Pemehntah K腚鏺腀Sibolga sc趌a membehk詣

kesempat鋛腀yang s詣a d貌am mendudu鍜腀Jabatan

Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan

Pemerintah Kota Sibolga,腀maka guna mendapatkan

p鏵abat y詣g memenuhi Kompetensi,腀Ku酥i蹊酣si dan

persya轤atan yang dibutuhkan jabatan sc诐a memi躓

inte赼诊苊s, perlu melalui penyiap賏kader potens貌;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun腀2017腀tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan

guna penyiapan Kader potensi镚腀untuk pcn諏s郩an jabatan

Administrator dan jabatan pengawas, menggunakan Talent

Sc膛udng seh貌gga didapa趟an Kader Potensi镚(T貌ent軦鍉轤) ;

c. bahwa berdacarkan pertimbangan sebagainana dimaksud

dalam huruf a dan humf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan

Pemerintal Kota Sibolga;

Mengingat腀: 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tchun l956 tentang pembentukan

Daerah Otonom Kota Bes鋛Dalan Lin8kungan Daerch Ptwinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956腀Nomor腀59, Tambahan Lembaran Negara Republik

韊ndonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Talun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun腀2014

Nomor腀6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

3¥陖-誢莿膌Ig-U貌7诏...



3. Und詣g-Unda蹍g No蹍or 23 Tahun 2014 tentang Peme邳ntah鋛

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta貌un腀2014

Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaim鋛a telah diubah beberapa ka蝕 terakh邳

deng賏Und鋛g-Undang Nomor I 1 Tahun 2020 tentang Cipta

Kelja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

4¥ Peraturan Peme蹾ntah Nomor腀18腀Tahun腀2016腀tentang

Peran8kat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun腀2016腀Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

RepubHk腀闩ndonesia Nomor腀5887) sebagaim鋛a te郩ah diubah

dengan Pemtur賏腀Peme邳ntah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Pembahan Alas Peraturan Pemehntah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

轤ndonesia Nomor 6402) ;

5¥ Pe¢aturan Pcme趌ntah Nomor 11 Tahun腀2017腀tent賏g

Man邶jemen Nege邳腀Sipil (芵emb鋛an Neg賏a Republ骬

Indonesia Tchun腀2017腀Nomor腀63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Peme趌ntah Nomor 17 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Pemturan Pemehntah Nomo¢ 1 i Tahun

2017腀tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Ta貌un 2020 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Re苟蹍asi B賜腚貌asi Nomor腀25腀Tahun腀2016腀tentang

Nomenklatur Jabatan Pelakcana bagi Pegawal Negeri Sipil di

Lingkungan韊nstansi Peme邳ntah;

7¥ Peratu醥Mcnte趌Pendayaguna鋛Ap鋛atur Sip酧Neg鏸a dan

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen
Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tchun 2020 Nomor 28);

MBMUTUSKAN :

Menetapk鋛:PBRATURAN WAL韊腀Ko酄腀TENTANG PENGIS郩AN JABATAN

ADMIN远sTRATOR DAN腀腀膫ABATAN pENGAWAs ME閥芵ul

pEN蝘轤A鉰N腀酄DER poTENS韊AL D轤腀L韊NGKUNGAN pEMBRIN蹍H

Ko蹍slBO芵GA.

BABI

KETBNTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1 ¥ Daerah ad貌ah Kota Si貌lga.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.

4.Pe趫ngkat...



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wall Kota dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kota.

5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD

adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Sibolga.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

pe諱a观i鋛ke諱a pada inst賏si peme貌tah.

8. Promosi Jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam jabatan

yan8 lebih t貌ggi.

9. Mutasi Jabatan adalah proses pemindahan dari satu jabatan ke

jabatan lain yang setara sesuai dengan jenjang eselon.

10¥ Pegawai Nege趌Sipil sela观u貌ya disingkat PNS ada轤道warga

Negara Indoneisa yang memenuhi syarat tertentu, dian8kat

sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina

Kepegawai詣untuk memenduduki jabatan pemehn鏔h鋛.

1 1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil

Negara d道跗suatu satu鋛pemakgat daerah.

12¥ Jabat鋛Adm骬s貌si ad鉭苪sekelompok jabat鋛y鋛g be邳si

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta

adm蹾is鏹asi pemchnt貌鋛d鋛pemb鋛醦n遉.

13¥ Jabat鋛Adminis鏹ator ad賏ah sekelompok pegawai ASN y鋛g

bert鋛鑆ung jawab memimpin pelaks鋛詣selumh ke设at賏

pelaks鋛aan seluruh kegiatan pelayanan publik serta

administrasi pemerintahan dan pembangunan.

14¥Jaba鏔n Pengawas adalah sekelompok pegawai ASN y賏g

be貌n郛ung jawab mengendalik鋛pelaks賊a賏kegiat鋛y鋛g

dilakukan oleh p鏵abat pelaks鋛a.

15.Jabatan Pelaks鋛a adalah sekelompok pegawai ASN yg

bertanggung jawab melakcanakan kegiatan pelayanan publik

se诐a adminis貌asi pemehntahan dan pe蹍ban醦n詣.

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaltan dengan pelayanan fungsional yang

berdas鋛k鋛pada kcahli賏d鋛keteramp鏸鋛te邿entu.

17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

ada貌h鞼abat y鋛g mempunyai kewen鋛g賏腀menc鏔pk鋛

peng鋛gkat鋛, pemind貌鋛, d鋛腀pemberhen蹤鋛腀pegawa覤

aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil

ncgam di貌st詣si nega轤a sesuai deng鋛ketentuan pe轤atur賏

pemnd鋛g- undangan.

18.Pejabat yg berwenang adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan melaks鋛akan proses pengangkatan,pemindahan

dan pemberhentian pegawal aparatur sipil negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

£ 9¥跩abat...



19¥ P鏵abat adm貌is鏹asi ad貌ah Pegawai Ap鋛atur Sip酧Neg鍂a yg

mcndudu鍜Jabat鋛Adm貌is覭asi pada貌stansi peme趌ntah

20. r顝e靚Scou隍腦ng adalah sesuatu kegiatan penilaian dalam rangka

penelusuran potensi) kompetensi? dan kualifikasi lain yg
dibutuhk賏腀guna腀蹍endapa镇蹍腀Pegawai Negeh Sipil yang

potensial menduduki jabatan administrator dan jabatan

peng陒芵was ¥

2 1 ¥ Kader Potensi镚adalah pegawai negeh sipil potensi貌has蝕 dad

pelaksanaan penyiapan kader potensial menggunakan r蹊e还

Scot郠ng untuk pengisian jabatan adnrinistrator dan jabatan

pengawas ¥

22. Kelompok Kader Potensial yang selanjutnya disebut T蹊e辊PooZ

ad貌ah kelompok PNS potensi镚has蝕 penyiapan kader potensi镚

menggunakan Talent Sc膛u道ng sebagai kandidat yang dapat

dipe诐imb詣gkan umtuk dipromosik鋛腀dala貌腀jabatan

Adm貌is貌ator d鋛Jabatan Pengawas.

23¥Pen酧aian Potensi dan Kompetensi adalah prosedur yang

distanda趌sasikan untuk mcgukur potcnsi dan kompetensi

pegawai.

24¥ Kompetensi Te貌is adalah pengetahuan, kete轤ampilan dan

sikap/pe躲aku yang dapat diama鞳, diukur d鋛dikemb鋛gkan

yang spasifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

25. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan

sikap/pe邳laku y鋛g dapat diama雧, diukur, dikembangkan

untuk memimpin dan/atau mengelola unit perangkat daerah.

26. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan,

dan sikap/pe貌aku yang dapat diama道, diukur din

dikemban鑀m terkait dengan pengalanan berinteraksi dengan

masyarakat majemuk dalam hal agana, suku, dan budaya,

perilaku wawasrm kebangsaan ,etika ,nilai nilai moral, emosi
dan phnsip, yang harus dipenuhi oleh se譔ap pemegang jabatan

untuk memperoleh basil ke諱a sesuia ddengan pe醥,貌ngsi dan

Jabat鋛.

27¥Badan Pe貌mba蹍g詣腀Jabatan dan Kepangkatan yang

selanjutnya yangdisebut Bapeljakat adalah Tim yang dibentuk

oleh Wan Ko鏔untuk membe蹾kan pe貌蹍bang詣kepada p鏵abat

Pembina Kepegawaian dalan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhen道an dalam dan dad Jabatan Adminis鏹asi.

28¥Sistem meht ad関ah ke趣ak鋛腀dan m鋛aiemen ASN y鋛g

berdas變kan pada kuali鑜asi, kompetensi, dan kiner]腥a secara

adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik,

ras, wama kulit, agama, asal-usul, jenis kelanin, status

pem闺ah鋛umur, atau kondisi kecacat詣.



BAB闩1

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pas詭2

Peratur鋛W镚i Kota ini dimaksudk鋛untuk membe趌k鋛pedoman

dalam rangka pelaksanaan promosi dan mutasi dalan jabatan

administrator dan jabatan pengawas di Lingkungan Pemerintah

Kota Sibolga.

Bagian Kedua

T诐uan

Pasal3

Penyiapan kader potensial untuk mengisi jabatan administrator dan

jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga bertujuan
mendapatkan kader potensi镚腀yang mempunyai potensi dan

kompetensi untuk menduduki jabatan administrator dan jabatan

pengawas.

Bagian Ke道ga

Sasamn

Pas貌4

( 1 ) Penyiapan kader potensial menggunakan T蹊e鎮芫Scoutt腦ng.

(2)r閨e靚腀Sco靚.ng dalam Jabatan Administrator dan Jabatan

Pengawas diberlakukan bagi PNS yang memenuhi persyaratan

d钥ingkungan Peme趌ntah Kota Sibolga.

(3) razerit Sco靚ng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

untuk menelusu邳potensi, kompetensi, d資kuali蹉kasi Pada

Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan pertimbangan dalam

pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

(4) Hasil 71鉮雊Scoutl腦ng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan

me诐adi da鏔kompetensi PNS yang tersimpan d镚am Da芫abase

r蹊ent PooJ.

(5)Promosi dan Mu鏔si dal詣Jabatan Administator d鋛Jaba鏔n

Pengawas dilakukan berdas鋛kan perbandingan obyektif antara

kuali铍hasi, kompetensi, dan penilaian kinelja, serta kebutuhan

perangkat daerah tanpa membedakan gender, suku, agana, ras,
d詣golongan.

Bagian Keempat

Pelaks賊a賏

Pas镚5

Penyiapan kader potensial dalan Jabatan Administrator dan

Jabatan Pengawas dnaks鋛akan sesuai dengan kebutuhan

per資gkat daerah.

PasaJ6...



Pasal6

( 1 ) pelakcana penyiapan kader potensial Jabatan Administrator dan
Jabatan Pengawas terdih dad :

a¥ penasehat dan pengarah;

b. Tim Pelaksrma见de靚Scot赤腦ng;

c. pelaksana penilalan potensi dan kompetensi manajerial; dan

d. penilai ekstemal.

(2) Guna membantu tugas tim pelaksrma talent scouting
sebagainana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim

Pelaksana 71顝e铝Sco迍鋊苪g;

(3) Tim pelaks賊a顝e靚S00赈 誩̀g dan se鏸etahat遆m pelaksana

r顝e苪臶 Sco靚腦ng sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dan ayat (2)

dite鏔pk鋛dengan Keputus賊W镚i Kota.

Pasal7

(1) Penasehat cla蹍腀peng鋛ah penyiapan kader potensi镚

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri

dah:

a. Wali Kota selaku penasehat; dan

b¥ Wakil Wan Ko鏔selaku pengarah¥

(2) Tim pelak酧na鑀lent Scou讣ng sebagainana dinaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) hurufb, terdiri dari :

a¥ P鏵abat yang berwen詣g (Se鏸eta邳s Daerah); dan

b¥P鏵abat da邳腀unsur Pengawasan, Adminis鏹asi dan

Kepegawaian.

(3) Pelak蹊m penilalan potensi dan kompetensi manajerial

sebagainana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah

assessor貌dependent din/atau Lembaga assessment center.

(4) Penilal ekstemal sebagainana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1)
hurufd , berasal dari :

a¥ Unsur Akademisi/Perguruan Tinggi; dan

b. Tokoh Masyarakat/ profesional/ pakar.

(5) Sekretariat Tim Pelaksana腀鉞le鎮芫腀Sco靚腦ng sebagaimana

dimaksud dalan pasal 6 ayat (2) terdiri atas unsur :

a¥ Kep賊a BKD selaku penanggung jawab;

b¥ Kepala Bid鋛g Pengembangan Kaher dan Kompctensi

Aparatur Sipil Negara selaku ketua;

c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi Jabatan
selaku kordinator te貌is; dan

d. Anggota berasal dari PNS pada BKD yang ditunjuk.

闆鉮gas...



(6) Tugas Penasehat dan pengarah sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) ad镚ah membehkan鏸ahan dan melakukan monit腚賜ng

terhadap pelaks賊aan selu蝖h tahapan penyiapan kader

potensi镚Jabatan Adminis鏹ator dan Jabatan Pengawas di

lingkungan pemehntah Kota Sibolga¥

(7)蹍gas Tim鉞1aksana T貌ent Sc膛u道ng sebagaim鋛a dimaksud

pada ayat (2) ad镚ah :

a. melakukan persiapan pelaks鋛a鉉e顝s膛膛靚ng;

b. menetapkan calon peserta yang lulus seleksi administrasi;

c¥ melakukan monito邳Ig terhadap pelaksana鋛腀penilaian

potensi dan kompetensi manajerial yang dilarfukan oleh
assessor independent /1embaga assessment center;

d¥ melakukan monit腚賜ng terhadap pelaks襡aan pcnilai鋛

kompetensi te貌is yang d酧akukan oleh pen蹍a迣ekstem镚; dan

e. melaporkan hasil pelakcanaan talent scouting yaitu peserta

yang masuk dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (rc陋e靚

PooO berdasrkan nilai kumulatif dari nilai penilaian potensi

dan Kompetensi manajerial dengan nilai penilaian Kompetensi

Teknis.

(8) Tugas pelaksrma penilalan potensi dan kompetensi manajerial
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) addah melaks資ak鋛

penilaian potensi dan kompetensi manajerial peserta r顝e铝

Scou靚ng.

(9) Tugas Penilai Ekstemal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
adalah membantu Tim Pelakcana见le靚Scor鋏腦ng melaksanakan

penilaian Kompetensi Teknis, dan kompetensi sosial kultural

yang dilakukan dengan metode uji gagas賊tertulis (Problem

Amalysis).

(10) Sehetariat tim pelaks鋛a腀鑀le顝腀Scoutl腦ng sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas memb鋛tu Tim

pelaks詣a r顝e铝腀Scouting dalam melaks鋛akan tahapan

persiapan pelaksanaan腀腀鑀le铝腀腀scoi袶ng,腀seleksi

adminis鏹asi, penilaian potensi dan kompetensi, penilaian

kompetensi teknis dan pelaporan basil r顝e铝腀S膛膛靚苪g

(Kelompok Kader Potensial / r蹊e铝PooO.

Pasal8

(1) Untuk memberikan pertimbangan dalam penataan Jabatan
Adm邳istrator dan Jabatan Pengawas, dibentuk bape轤jakat yang

dite鏔pkan deng鋛Keputusan W貌i Kota.

(2) Bapeljakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beljumlah

ga蹍j让terdi趌dah :
a¥ Se貌e鏔hs Daemh selaku ketua;

b¥ Kepa轤a BKD selaku詣ggo苋;

c¥ Inspektur sclaku鋛ggota;

d. Asisten Pemerintahan dan Kese]腥ahteraan Rakyat selaku

an88Ota;

e¥ Asisten Administ苊si Pe蹍b鋛gun詣腀D資腀U蹍um selaku

資ggota; dan

郂腀Kepala Bidang Pengembangan Ka貌dan Kompetensi ASN

selaku se貌e鏔hs bukan鋛ggota.

/3/Bqperjaka!...



(3) Bapeljakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tu8as :

a. membe邳kan pe诐imbangan kepada Wa貌K膋ta d貌am penataan

Jabatan Adminis跂ator d鋛Jabatan Pengawas be轤dasarkan

r蹊e靚PooZ;

b. membehkan pe趌imb鋛gan terkait dengan promosi dan

貌utasi d貌am Jabat鋛Adm貌is鏹a苟r dan pengawas; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota
sesual denganperaturan Pemndang- undangan.

(4) Guna membantu tugas Bape諱akat dibentuk Se貌etahat

Bape諱akat.

BAB11韊

mLENT scO苐蹘G

膫ABATAN ADMIN韊sTRATOR DAN 膫ABA蹍N pENGAWAs

Bagian Ke酧tu

Pelaksanaan

Pasal9

( 1) r顝ent Sco鉵觢腥苪g dilaksa轤iakan secara berkala 1 (satu) kali dalam

satu taliun bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

(2) r隍e铝Sc醤詔腦ng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai bahan pertimbangan dalan pelakcanaan promosi

jabatan.

Bagian Kedua

Persyarat鋛

Pasal10

(1) Untuk dapat mengikuti T閔enf Scot鋏腦ng Jabatan Administrator

hams memenuhi persyara鏔蹍sebaga覤behkut :

a¥ berstatus PNS Ak邿Peme邳郩tah Ko鏔Sibolga;

b¥ mempunyai pengal詣an pada Jabatm Pengawas secara

kumula辞腀pal貌g s貌gkat腀3 (邳ga)鏔hun atau Jabatan

Fungsional je莍jang Ah郆Muda;

c. memiliki kualifikasi dan tingkat paling rendah saljana atau

diploma IV;

d. menduduki pangkat paling rendah Penata golongan mang

語韊I/c;

e. setiap unsur penilaian prestasi kelja paling kurang bemilai

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

f¥譔dak sed鋛g me邂道ani peme邳ksaa蹍腀dugaan pel賏gg鋛an

disipl貌;

g¥ sehat jasmani dan rohani y詣g dibuktikan da趌腀surat

keterangan sehat da邳do鏸er pe蹍e邳ntah; dan

h. melampirkan pemyataan berintegritas, ditandatangani oleh

yang bers資gkutan bemate轤a迣Rp.6.000,- dan d铡etahui oleh

Kepala Perangkat Daerah.

/2/U醼遅k...



(2) Untuk dapat mengikuti T隍eri芫Scou讣.ng Jabatan Pengawas harus

memenuhi persyaratan sebagai behkut :

a. berstatus PNS Ak蹤f Peme邳ntah Kota Sibolga;

b. mempunyai pengalaman pada jabatan pelaksrma paling

singkat 4 (empat) tahun, atau sedang menduduki jabatan

邿ngsion貌je观ang Ahli Pertama;

c. mem鍣鉮ku貌袟kasi dan道ngkat Pendid骬an pal貌g rendah

diploma Ill atau yang setara;

d. menduduki pangkat pal貌g rendah Penata Muda T貌gkat轤

golongan醥ang I蝕/b;

e. se道ap unsur penilai鋛prestasi ke諱a p镚ing kurang bemilai

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

f¥譔dak sedang me邂镚ani peme邳ksaan dugaan pelangga轤an

disiplin atau paling singkat 1 (satu) tahun setelah selesai

m鏵ial詣i hukuman disipl貌遆ngkat sedang atau berat;

9. sehatjasm資i dan rohani; dan

h¥ melamp邳kan pemya鏔an be趌nteg賜鏺s, ditandatangani oleh

yang bersangkutan bermateral Rp.10.000,-腀dan diketahui

oleh Kep貌a Perangkat Daerah.

Bagian Ke道ga

Tata Cara ra!e靚Scot鋏腦ng

Pasal11

Tahapan Talent Scouting Jabatan Administrator dan Jabatan

Pengawas, melipu鞳:

a¥ pengumuman;

b. penda跂ar賏;

c. seleksi adm貌is鏹asi;

d. penilaian potensial dan kompetensi manajerial;

e¥ pen酧a迣an ko蹍petensi te貌is dan kompetensi sosial kultural;

dan

f. hasil !aJe苪t scot袶ng dan pelaporan.

Paragraf 1

Pengumu man

Pas貌12

(1) r蹊e铝腀Scou趌ng Jabatan Administrator dan Jabatan

Pengawas diumumkan secara resmi melalui surat edaran

dan website resmi BKD.

(2) Pengumuman paling kurang memuat :

a. ketentuan umum terdiri dari persyaratan, waJctu dan tata

cara penda裲aran;

b. tahapan T隍e铝Scou趌.ng; dan

c. ketentu鋛lain-lain.

P諱钨9ra/2...



Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal13

(1) Penda跂a醥dilakukan oleh PNS pada waktu dan tempat y詣g

telah ditentukan dengan mengirimkan berkas persyaratan

mengikuti talent scouting kepada tim pelakcana tde铝scottt!ng

a鏔u deng鋛mel镚ui website resmi BKD.

(2) Kep貌a Perangkat Daerah membe邳ka蹍rekomendasi kepada PNS

yang memenuhi syarat untuk mengikuti鉯ze铝Sco靚u腦ng.

(3) Pese邳a y鋛g melakukan penda裲a轤賏腀mela轤ui penda諘aran

melalui website resmi BKD wajib mengirimkan berkas

persyaratan untuk d酧akukan ve趌赱kasi.

Pa轤agraf 3

S eleksi Ad蹍inistrasi

Pasal14

(1) Seleksi Adm貌is鏹asi d酧akukan dengan mengiden蹤酧kasi data

PNS yang te邳ntegrasi d镚am SIMP鍣G da蹍腀kelengkaprn

persyamt詣adminis鏹asi.

(2) Identifikasi data PNS sebagainana dimaksud pada ayat (1)
me蹾pu譔腀pangkat, nasa ke轤ja, usia, pendid铡鋛腀fbm貌,

pengalaman dan nasa jabatan, pendid铹an dan pela遆han se邳a

hukuman disiplin.

(3) Hasil Seleksi Administrasi diumumkan secara resmi melalui
surat eda轤an atau melalui website resmi BKD.

(4) PNS y賏g dinyatak鋛腀memenuhi syarat adminis貌si berhak

meng趟u諱tahapan be邳ku貌ya.

Paragraf 4

Penilaian Potensi dan Kompetensi Manajerial

Pas膸道15

(1) Penilaian potensi dan kompetensi manaje道貌腀me鏸pu諱

penelusuran potensi dan kompetensi man鑎je賜覭yang dimili鏸

oleh Pegawai Negeh Sipn yang pelaksanaannya d酧akukan oleh

assessor貌dependent a鏔u lembaga assessment center pada

waktu dan tempat yang telah ditentuk詣.

(2) Kriteria penilalan potensi dan kompetensi mana]腦erial dengan

k邳te邳a memenuhi syarat, mas貌memenuhi syarat d詣kurang

memenuhi syarat.

(3) PNS dengan perolehan nilai yang masuk dalam kriteria
memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat dapat mengikuti

tahapan penila迣an be邳kutnya.

(4) PNS dengan perolehan nilai yang masuk dalan kriteria kurang
memenuhi syarat tidak dapat mengikuti talapan penilaian

be邳kutnya.

Pa銲g銲f 5...



Paragraf 5

Penilaian Kompetensi Teknis dan

Kompetensi Sosi镚Kultural

Pas貌16

(1) Penilaian Kompetensi Teknis dilaJoukan guna mengukur
kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau

pe譵laku sedap pese趌a y賏g spes郆k berkaitan deng賏

bidang atau teknis jabatan.

(2) Pen酧aian Kompetensi Teknis d蹍akukan dengan metode诐i

gagasrm tertulis yang dilaksrmakan pada waktu dan tempat

y鋛g telah ditentuk資.

(3) Pelak陼naan Uji gagacan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakuk資oleh Pen酧ai EkstemaL

(4) Tata cara penulisan dalam uji gagacan tertulis dapat
ditentukan oleh Tim Pelaks詣a r鍐e辊Scot鋏腦ng.

(5) Has酧诐i gagas詣te趌ulis diberlakukan dengan pembobotan

n蹍a覤kuan諱tad赈

Pasal 17

(1) Pcnilaian Kompetensi Sosi貌腀Kultur貌腀dilakuk鋛腀guna

蹍engukur kema蹍puan pengetahuan, keter詣pilan dan

sikap a鏔u pc賜腚aku yang dapat diama蹤,

diukur dan dikembangkan tcrkait dengan peng镚aman

berinteraksi dengan masyarakat ma]腦emuk dalam hal agana,

suku dan budaya, perilaku wawacan kebang酧an,etika,nilai-

nilai moral, emosi dan prmslp yang harus dipenuhi oleh

sedap pemegang jabatan untuk memperoleh basil ke轤ja

sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

(2) Pelak酧naan Penilalan Kompetensi Sosial Kultural

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu 膛膛eh

penilai ekstem镚.

Paragraf 6

Has道鉮e靚Sc膛讳£闶苪g dan Pelaporan

Pasal 18

(1) Hasil r隍e铝腀Scou趌腦苪g merupakan jumlah kumulatif dari

kcseluruh賏nilai yang diperoleh dah Nila迣pen蹍ai詣potensi

dan kompetensi manajerial dengan nilai penilaian

kompetensi teknis d鋛sosi镚kultural.

(2) Hasil rcz!e辊腀Scou趌ng diberlakukan pembobotan nilai

kua蝕鏔雧f deng鋛proporsi :

a. nilai potensi dan kompetensi manajerial sebesar 50膋/o;

dan

b. nilai kompetensi te貌is dan kompetensi sosi镚kultur貌

50%.

(3) Peserta r顝e铝Sco靚腦ng dinyatakan lulus apabila memenuhi

jumlah kumulatif dengan Nilai Ambang Batas (p莿ss芫ng gnnde)

sekurang-kurangnya 65 (enam puluh lima).

(4) hasil akhir pelaksanaan T顝e靚Scoutt腦ng dilaporkan oleh

ketua Tim Pelaksana Talent Scouting kepada Wali Kota.

/5/P蝗S...



(5) PNS yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk
mengikuti r顝e靚Scoutr腦ng pada kesempatan berikutnya.

Bagian Keempat

Penetapan Daftar kelompok Kader Potensial (Talent Pool)

Pasal19

(1) PNS yang telah lulus T貌ent Sc膛ut貌g d貌ya苊kan sebagai kader

potensial dan dimasukkan dalan Daftar Kelompok Kader
potensial ( r貴e靚PooO.

(2) PNS yang d貌yatakan sebagai kader裳tensi貌dan masuk d貌am

Dafta轤Kelompok Kader Potensial ( T隍eut PooO sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1) sela邂u貌ya ditetapkan dengan

Keputusan Wali Kota.

(3) PNS yang dinyatakan lulus talent scouting ditetapkan dalan
Daftar Kelompok Kader Potensial (7蹘e靚Poo苨dan diumumkan

sec鋛a resmi dengan sumt ed鋛an atau melalui website resmi

BKD.

Pasal20

Daftar Kelompok Kader Potensial (Talent Pool) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19腀ayat (2) disampaikan kepada Kepala

Perangkat Daerah dan digunak鋛腀sebagai bahan pe銼imbang醈n

d貌am promosi Jabatan Ad蹍inis貌ator dan Jabatan

Pengawas i

Pasal21

(1) Penetapan Daftar Kelompok Kader Potensial (Talent Pool)
sebagaimana dimaksud dalan pasal 19 ayat (2) berlaku selama

2 (dua) tahun.

(2) Apabila nasa berlaku Da邑ar Kelompok Kader Potensi镚(Talent

P膛膛l) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah bera蹍ir dan

PNS y鋛g bersangkuta蹍腀belum diangkat d镚詣腀jabat鋛,

diberikan kesempatan untuk mengikuti T蹊e还Scol£賉ng kembali.

BABIV

pROMos躖, Mu蹍s轤, pENE鉰pAN DAN pENGAMB韊LAN suM閥H 膫AN膫I

JABATAN / pE閥NT闩KAN

Bagian Kesatu

釅omosi

Pas貌22

(1)銬omosi ke d镚am jabatan adminis鏹a苟r d鋛jabatan pengawas

d酧akukan

berdasarkan kebutuh賏perangkat daerah yang mengacu pada

kekosongan jabatan.

(2) PNS yang dapat dipromosikan ke d镚am Jabat賏Adm貌is鏹ator

dan Jabatan Pengawas ad貌ah PNS yang masuk d貌am Da裲ar

Kelompok Kader Potensial (顝e铝PooO.

pusdr23...



Pasal23

Tata cara pelaks詣aan釅omosi melipu諊:

a. mengacu pada kekosongan jabatan yang ada pada perangkat

Daerah, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS yang

akan dip銲mos軖an kedala蹍Jabatan Adm貌is貌ator atau

Jabatan Pengawas kepada Wali Kota dengan
tembus鋛kepada Se貌eta邳s Daerah dan Kepala BKD;

b. usul鋛promosi PNS sebagaimana dimaksud pada humf a

ad镚ah PNS yang telah lolos Talent Sc膛u道ng dan masuk

dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (顝e苪t Poop

c. dnakukan ve趌酧kasi dan pembahas鋛腀dalam rapat

Bapeljakat terhadap usulan Kepala Perangkat Daerah

dengan mempe貌mb賏邂an pen貌an鎵ne轤ja, kesesuaian

kualifikasi, kompetensi, pelanggaran disiplin dan data
kepegawaian d貌a蹍SIMPEG¥

d. hasil rapat Bapeljakat dilaporkan kepada Wali Kota berupa

pe貌mbangan PNS s鏵umlah 3 (道ga) orang per keko膇ngan

jaba貌n yang dapat dipe貌£mbangkan untuk dipromosikan

dalam Jabatan Adminis鏹ator atau Jabatan pengawas,

dise貌Be道貌Ac賏a sidang untuk mendapa铝an penetapan

W貌i Kota; din

e. wali Kota menetapkan 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang PNS
sebagai蹍ana tersebut pada ayat (4) , yang akan dipromosik鋛

ked賊am Jabatan Adm貌is鏹ator atau jabatan pengawas

dengan memperha道ka蹍pe貌bangan Bape趌akat腖

Bagian Kcdua

Mutasi

Pasal24

(1) Mutasi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan pengawas
d蝕aks賏akan berdasa轤kan pe轤b賏d貌gan obyekt醘腀antara

kualifikasi, kompetensi dan evaluasi penilaian atas prestasi

ke諱a.

(2) Mutasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) duaks賊akan

sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.

(3) Administrator dan Pengawas yang telah menduduki jabatan
5 (蹾ma) tahun dapat dipe銬a观ang d貌am jabat詣yang

didudu鍜腀berdasark賏腀pencapaian腀鍜ne趌a, kesesuaian

kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah

蹍endapa趟an perset观uan PPK¥

Pasal 25

Tata cara pelaks賏aa蹍mu鏔si jabat賏me趌pu鞳:

a. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS yang akadan di

mutasi dengan pe邳imb鋛gan ku貌i貌kasi荞kompetensi, dan

penilaian kinelja, serta lananya dalan menduduki jabatan
kepada Wali Kota dengan tembusrm kepada
Se貌膎ta邳s daerah dan Kep镚a BKD;

b. Usul詣腀Kep酤a Per鋛gkat Daerah kemudian diveh蹉kasi

dalan rapat Bapeljakat dengan mempertimbangkan

perbandingan obyck邑antara ku貌i蹉kasi kompetensi dan

evaluasi penilaian atas prestasi kelja;
c.Has躄..



c. Hasil rapat Bapeljakat dilaporkan kepada Walikota berupa

pe貌mbang賏PNS y鋛g dapat dimutasi dalam jabat鋛

Administrator atau jabatan Pengawas untuk mendapatkan

penetapan Wall Kota; dan
d. W镚i Kota menetapkan PNS y鋛g ak賏dimutasi dengan

mempe貌adkan pe貌mbangan Bape趌akat¥

Bagian Ketiga

Penetapan, Penganbilan Sumpah Janji

Jabatan / pelan諱kan

Pasal26

(1) Pengangkatan dalan Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas ditetapkan dengan Keputu詼n Wali Kota sesuai

ketentua蹍peraturan pemndang- undangan ¥

(2) PNs yang diangkat dan dilantik dalam Jabatan Administrator
dan Jabatan Pengawas wajib mengangkat sumpah jabatan.

(3) Bunyi kalimat sumpah jabatan sebagaimana diatur dalan

peraturan pemnd賏g-undangan ¥

Pas貌27

Keputucan tentang pengangkatan dalan jabatan berlaku sejak

pelan蹤kan ¥

Bagi賏Keempat

Ketentuan Lain-lain

Pas貌28

(1) PNS y鋛g telah mendudu鍜Jaba苊n Adminis覭ator dan

Jabata蹍腀Pengawas dapat dipe賜imb跗芭*an untuk mutasi

dengan memperha道k賏ku软讙kasi pendidikan yang di貌骬鍜

dan/atau rekan jejalc jabatan PNS yang ber覷ngkutan

setelah melalui pembahacan Bapeljakat.

(2) Penga蹍gkatan dala蹍腀jabat鋛腀administmtor Ca蹍at

penetapamya memperha道kan ketentuan sebagaimana

diatur dalam Undang-Und鋛g Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Pasal腀224腀ayat (1), (2), (3), dan

penjelacan pasal 224 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

a. ayat (1) : Kecama苊n dipimp貌腀oleh se膛rang kepala

kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan

be貌n鏤ung jawab kepada Bupa雧/Wali Ko鏔mel镚ui

Se鏸eta邳s Daerah;

b. ayat (2) : Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari
PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan

dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan pemndang- undangan ;

c. ayat (3) : Pengangkatan Camat y詣g雧dak sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dinaksud pada ayat (2)

dibatalkan keputusrm pengangkatannya oleh Gubemur

sebagai wa酚1 pemehntah pusat; dan

dpenje!asan...



d. penjelacan pasal 224 ayat (2) yang dimaksud dengan
腧menguasai pengetahuan teknis pemerintahan� � F� Æ� �

dibuktikan dengan ijazah diploma/ saljana pemerintahan

atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

(3) PNS yang akan mengikuti钨ent Sco靚ng memiliki usia

pa蹾ng道n軸i 57 (Hma puluh鞼uh) tahun¥

(4) Ketentuan terkait dengan perumpunan kompetensi akan
diatur kemudian dengan Keputusan Wali Kota.

(5) PNS yang masuk dalan data base r隍e靚Poo! tidak dapat

dipe貌b鋛gk鋛腀untuk dip銲mos铹賏腀ked貌am Jabat賏

Administrator dan Jabatan Pengawas dalam hal :

a. sedang menjalani hukuman disiplin baik tingkat sedang

maupun berat; dan

b. has蹍腀penilai鋛腀鏸ne轤ja, prestasi ke轤ja y賏g dicapai

kur賏g/ buruk¥

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbul sebagal akibat ditetapkannya Peraturan

W貌i Kota ini dibebankan pada APBD¥

BABV韊

KETBNTUAN PENUTUP

韖s資30

peraturan wali Kota ini mulai berlaku pada tan诮1 diundangkan¥

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Si銲lga.

Dite鏔pkan di Sibolga

pada tanggal 30 Maret 2022

WA芵I KOTA SIBO芵GA,

dto.

JAMALUDD韊N POHAN

Diundangkan di Sibolga

pada豬蹍gg镚30 Maret腀2022

sEKRE蹍R轤S DAERAH Ko蹍S轤BO芵GA,

dto.

MHD. WSUF BATUBARA

BER韊TA DAERAH Ko蹍slBo陑A TAHUN 2o22 NOMOR 357

S镚inan sesuai de

赉. KEPALA BAGI


